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I. PENDAHULUAN 
  
 
 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, 

etnik, dan budaya yang menganut beberapa agama dan tersebar di atas ribuan 

pulau. Bangsa ini hanya dapat bersatu apabila mempunyai kemampuan psikis 

untuk bertoleransi, artinya bisa menerima dengan terbuka keanekaragaman tradisi, 

gaya hidup, pergaulan, pandangan hidup dan kebiasan religius. Semua faktor 

penyatu keanekaragaman tersebut saat ini mulai retak di mana masyarakat seakan 

tidak dapat bersolidaritasi melebihi lingkungan yang ada saat ini karena adanya 

suatu penyempitan fokus perhatian antara golongan atau kelompok yang satu 

dengan yang lainya dirasakan sebagai suatu ancaman. 

Kekerasan kini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bangsa ini, di mana 

setiap konflik dapat berakhir dengan pembunuhan, pengadilan massa, sampai 

perkelahian massal. Apabila yang terlibat adalah orang dari suku atau agama yang 

berbeda, maka bisa terjadi perang suku atau perang agama. Penyebabnya adalah 

segala macam provokasi atau rekayasa dari pihak-pihak tertentu. Terlepas dari itu, 
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secara psikologis timbul peluang atau kesempatan bagi setiap individu maupun 

kelompok masyarakat untuk melakukan kekerasan.1 

Unsur-unsur yang melatarbelakangi dan menyertai tindak kekerasan terlihat dalam 

suatu kerusuhan massal yang disertai pengrusakan dan pembakaran berbagai 

fasilitas umum yang biasa dikenal dengan istilah amuk massa. Jika diperhatikan 

tentu banyak sekali hal-hal yang memungkinkan terjadinya tindak pidana 

kekerasan dalam masyarakat.  

Sebagai contoh yaitu pada peristiwa pengrusakan dan pembakaran terhadap 
Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Padang Cermin Kabupaten Pesawaran pada 
hari jum’at tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 23.00 WIB telah terjadi keributan 
antara pemuda Dantar Desa Padang Cermin dengan Desa Hanau Berak Padang 
Cermin Kabupaten Pesawaran maslah pemukulan terhadap warga Hanau Berak 
oleh redo bin Ishak Siregar warga Dantar Padang Cermin dilokasi warung Mpok 
Ati. Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 di warung milik 
fadli telah diadakan pertemuan massa yang dikumpulkan oleh Okromi dan 
Wardana dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan tuntutan yang belum 
dipenuhi oleh Kapolsek Padang Cermin. Selanjutnya massa berangkat ke Polsek 
Padang Cermin melakukan pengrusakan dan pembakaran. Pada hari Senin tanggal 
06 Agustus 2012 sekira pukul 21.30 WIB sekitar 400 orang dengan menggunakan 
kendaraan roda dua dari Hanau Brak Kabupaten Pesawaran mendatangi Polsek 
Padang Cermin dan langsung melempari Polsek dengan menggunakan batu dan 
kayu, selanjutnya membakar sepeda motor yang berada ditempat parkir sebanyak 
6 (Enam) unit dan 1 (Satu) unit mobil milik anggota Polsek Padang Cermin, 7 
(Tujuh) unit roda dua , 2 (Dua) unit roda empat, 1 (Pucuk) senjata jenis SKS dan 1 
(Satu) tahanan kabur.2 

 
Tindak pidana pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh warga desa 

padang cermin merupakan tindak pidana umum atau delik umum, dimana sebagai 

delik umum terhadap para pelaku tindak pidana seperti yang sudah ditentukan 

dalam KUHP seperti halnya Pasal 170 ayat (1) yang merupakan salah satu pasal 

yang mengatur tentang tindakan hukum terhadap orang atau barang :  
                                                             
1 Primasari Nia (Skripsi), Pengerusakan Kejahatan terhadap Harta Benda, Hukum Pidana, Bandar 
Lampung, 2006 hlm 1 
2 http://www.tribunnews.com/2012/08/07/kronologis-amuk-massa-di-padang-cermin/ diakses pada 
hari Selasa, 7 Agustus 2012  

http://www.tribunnews.com/2012/08/07/kronologis-amuk-massa-di-padang-cermin/
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“Barang siapa terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan 

kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun enam bulan” . Pasal 170 ayat (2) berisi ketentuan-ketentuan 

tentang ancaman hukumannya. Inti dari delik ini adalah turut serta menggunakan / 

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Hal tersebut didasarkan karena 

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sudah terjadi, adanya akibat hukum 

dari perbuatan tersebut, sudah cukup bukti dan ada tersangka yang sudah 

ditetapkan  oleh penyidik.  

Data terjadinya pelanggaran di Lampung terhadap Pasal 170 ayat 1 KUHP, seperti 

tertulis dalam media massa saat ini atau dengan mengakses layanan internet 

melalui situs www.Google.com antaranya adalah : 

1. Perusakan dan Pembakaran Kantor Bupati Kalianda Lampung Selatan; 

2. Perusakan dan Pembakaran Kantor Bupati Mesuji; 

3. Perusakan dan Pembakaran Belasan Rumah di Kalianda Kecamatan Way Panji, 

Lampung Selatan.3 

Masih banyak kasus tindak pidana pengrusakan barang, dalam hal ini semuanya 

mengacu pada Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hukum merupakan perangkat kaidah 

atau sikap tindak yang mengatur berbagai bidang kehidupan, berperanya hukum 

dalam masyarakat sebenarnya sangat tergantung pada para penegak hukum 

sebagai unsur yang bertanggungjawab membentuk dan menerapkan hukum 

tersebut.4  

                                                             
3 http //www.google.com/ 
4 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 1984).hlm 89 

http://www.google.com/
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 Selanjutnya dikatakan juga bahwa : keserasian atau harmoni dalam masyarakat 

(Social Equilibrium) merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap 

masyarakat, dengan keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan 

dimana lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling 

mengisi.5  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian atas kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat kita dan sekaligus 

menuangkannya kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : 

Peran Polri dalam Penanggulangan Perbuatan Amuk Massa di Kepolisian Sektor 

(Polsek) Padang Cermin. (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan).  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimanakah Peran Polri dalam Penanggulangan Perbuatan Amuk Massa 

di Polsek Padang Cermin ? 

b. Apakah faktor-faktor Penghambat Polri dalam Penanggulangan Perbuatan 

Amuk Massa di Polsek Padang Cermin ? 

 
2. Ruang Lingkup 

Agar penulisan ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penulisan ini pada ruang lingkup hukum pidana dan bidang ilmu kajian 

                                                             
5 Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers. hlm 367 
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kriminologi, dengan substansi peran Polri dalam penaggulangan perbuatan amuk 

massa di Polsek Padang Cermin dan di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 
1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok bahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Peran Polri dalam Penanggulangan Perbuatan Amuk 

Massa di Polsek Padang Cermin. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat Polri dalam Penanggulangan 

Perbuatan Amuk Massa di Polsek Padang Cermin. 

 
2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari keguanaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut : 

a. Secara teoritis  

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah dan 

memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penanggulangan 

perbuatan amuk massa yang dilakukan oleh warga di Polsek Padang Permin. 

b. Secara praktis 

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan 

sumbangan pikiran  bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri yaitu 

dalam masalah  peran Polri dalam penanggulangan perbuatan amuk massa 

di Polsek Padang Cermin. 
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2. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah konsep yang merupakan konsep abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relavan oleh peneliti.6  

Peranan juga mencakup penerapan peranan yang disebut dengan role performance 

atau role playing, lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :  

Suatu peran dapat diuraikan kedalam unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Peranan yang ideal (ideal role) 

2. Peranan yang seharusnya (expected role) 

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perccived role) 

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) 

Peranan ideal dan peranan seharusnya adalah peran yang memang dikehendaki 

dan diharapkan oleh hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 

Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan sebenarnya dilakukan 

peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan 

kenyataan-kenyataan dalam hal ini penegakan hukum harus menentukan dengan 

kemampuanya berdasarkan kenyataan yang ada. 

 

                                                             
6 Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat. Penerbit: rajawali, Jakarta, 1986 
hlm 125 
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Menurut Soedarto Teori penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 

menjadi dua yaitu :  

a. Upaya penal adalah Upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih 

dititikberatkan pada sifat represif (pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. 

b. Upaya non penal adalah Upaya yang digunakan dalam penanggulangan 

kejahatan yang lebih dititik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau 

pengendalian ) sebelum kejahatan itu terjadi.7 

 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata 

berarti pelaksanaan perundang-undangan namun terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhinya yaitu :  

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada 

Undang-Undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut  berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.8  

 

 
                                                             
7 Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. hlm 116 
8 Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: 
Rajawali pers, 2011. hlm 8 
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2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang mrupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang akan diteliti.9 

Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang 

dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang 

tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam melaukan penelitian. 

Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan 

(role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. 

Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.10 

 
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah merupakan badan 

pemerintah yang tugas utamanya memelihara keamanan dan ketertiban 

umum, termasuk menyelidik dan menangkap orang-orang yang melakukan 

pelanggaran norma hukum.11 

 

                                                             
9 Soekanto, Soerjono , op.cit., hlm 132 
10 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24720/4/Chapter%20II.pdf diakses pada hari   
minggu tanggal 16 desember 2012  
11 http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html diakses pada hari selasa tanggal 
30 desember 2010  

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24720/4/Chapter%20II.pdf
http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html
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c. Penanggulangan kejahatan adalah usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar terhadap suatu 

permasalahan dalam pembangunan maupun yang beresiko dalam kegiatan 

pencegahan terhadap kejahatan.12 

 
d. Perbuatan adalah perbuatan manusia. Apa yang dimaksud dengan perbuatan 

manusia itu? Dalam hukum pidana menjadi perdebatan yang cukup sengit. 

Menurut Simons dalam arti sesungguhnya ‘handelen’ (berbuat)  mempunyai 

sifat aktif, tiap gerak otot yang dikhendaki, dan dilakukan dengan tujuan 

untuk menimbulkan suatu akibat.13 

 
e. Amuk Massa adalah serangan yang dilakukan oleh kumpulan orang banyak 

yang berkumpul di suatu tempat dan bentuk dari luapan amarah dengan rasa 

kecewa suatu kelompok orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yang 

biasanya merupakan protes terhadap sesuatu.14 

 
f. Polsek adalah sebagai unsur pelaksana kewilayahan Polres yang berada 

dibawah Kapolres yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta 

tugas-tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, 

peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.15 

 

                                                             
12 Nawawi, Barda dan Muladi. 2001. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya 
Bakti: Bandung. hlm 457 
13 Andrisman, Tri. 2009. Hukum Pidana. Penerbit Universitas Lampung: Bandar Lampung 
14 http://itsnyx.blogspot.com/2010/11/pengertian-amuk-massa.html 
15  http://polsek.blogspot.com/2012/04/pertelaan-tugas-organisasi-kepolisian.html diakses  pada 
hari sabtu 07 april 2012  

http://itsnyx.blogspot.com/2010/11/pengertian-amuk-massa.html
http://polseksukarame.blogspot.com/2012/04/pertelaan-tugas-organisasi-kepolisian.html
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3. Sistematika Penulisan 

Sistemmatika penulisan dalam penulisan ini bertujuan agar lebih memudahkan 

dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika 

penulisannya sebagai berikut: 

I . PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang penelitian kemudian merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dan membatasi ruang lingkup penelitian memuat 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis konseptual serta sistematika 

penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka yang merupakan penghantar dalam pemahaman dan 

pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai istilah serta pengertian tindak 

pidana dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian amuk massa, penanggulangan 

kejahatan, tinjauan umum tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

III. METODE PENELITIAN 

Penjelasan tentang metode penulisan skripsi, berupa langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi 

dan sampel, prosedur pengelolahan data, serta analisis data yang di dapatkan. 

 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan penjelasan pembahasan tentang permasalahan yang ada yaitu 

pembahasan tentang  peran Polri dalam penanggulangan perbuatan amuk massa di 
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Polsek Padang Cermin serta faktor-faktor penghambat Polri dalam 

penanggulangan perbuatan amuk massa di Polsek Padang Cermin. 

V. PENUTUP  

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang sudah 

dilakukan serta beberapa saran yang dapat membantu dan berguna bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 


